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Pengantar

UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai menempatkan cukai sebagai instrumen penting
bagi negara untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran barang yang
berdampak negatif bagi masyarakat sekaligus sebagai sumber penerimaan negara.
Karena itu, kebijakan cukai hasil tembakau sudah sepantasnya diprioritaskan untuk
pengendalian konsumsi rokok dan perlindungan kesehatan masyarakat, sementara
penerimaan negara dari cukai hasil tembakau harus dikelola secara transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT). DBHCHT merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD)
yang bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau dan dialokasikan kepada
daerah berdasarkan persentase tertentu serta kinerja daerah. Berdasarkan PMK
Nomor 22 Tahun 2026, DBHCHT bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal
antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung penanggulangan dampak negatif
konsumsi tembakau, serta mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, baik di daerah penghasil maupun non penghasil
tembakau.

Selama tahun 2021 hingga 2025, pemerintah berhasil mengumpulkan pendapatan
dari pajak cukai hasil tembakau re-rata sebesar Rp.211,9 triliun atau 11% dari total
penerimaan pajak setiap tahunnya. Dari pendapatan ini, kemudian pemerintah
menyalurkan DBHCHT ke daerah re-rata sebesar Rp.5,18 triliun per tahunnya untuk
mendukung program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,
pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, pemberantasan
barang kena cukai ilegal, atau kegiatan koordinasi pengelolaan DBH CHT dan
kegiatan lain sesuai dengan prioritas Daerah.

Besarnya DBHCHT yang disalurkan ke daerah ternyata tidak dibarengi dengan
mekanisme pengelolaan anggaran yang baik. Seknas Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan bahwa terdapat permasalahan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan DBHCHT di Daerah. Mulai dari
adanya sejumlah daerah yang belum sepenuhnya menempatkan DBHCHT sesuai
asas manfaat bagi petani tembakau, buruh pabrik rokok, maupun masyarakat
terdampak hingga sulitnya akses informasi bagi masyarakat mengenai perencanaan
program, alokasi anggaran, dan realisasi penggunaan DBHCHT.

Akibatnya, muncul berbagai kasus penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran
yang bersumber dari DBHCHT di beberapa daerah meliputi; (1) penyalahgunaan



anggaran yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.443 juta pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah Aceh', (2) temuan indikasi
pidana oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mataram dalam penyaluran DBHCHT
sebesar Rp.6,2 miliar pada Dinas Perdagangan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
(NTB)?, (3) penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT sebesar Rp.5,4
miliar di Kabupaten Ponorogo tidak tepat sasaran. terdapat penerima manfaat BLT
bukan buruh tani tembakau dan ada beberapa saudara perangkat dan pamong
desa?, dan (4) penyelewengan anggaran DBHCHT yang tidak tepat sasaran sebesar
Rp4,8 milyar tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten
Madiun Provinsi Jawa Timur#.

Sementara, dalam konteks pengendalian konsumsi rokok masih dianggap belum
optimal karena lemahnya implementasi kebijakan penegakan hukum. lklan, promosi
dan sponsor rokok (IPS) masih marak terjadi, belum adanya pelarangan total dan
sanksi kepada pelanggar. Selain itu, pada daerah yang telah memiliki Peraturan
Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga masih belum dianggap optimal.
Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran, kurangnya political will
kepala daerah, kurangnya koordinasi lintas sektor dan adanya keterbatasan SDM
dalam pembinaan dan pengawasan. Padahal hingga tahun 2026, sebanyak 75% atau
383 daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa
Rokok yang seharusnya bisa mendorong capaian kinerja pengendalian konsumsi
rokok di daerah.

Berbagai persoalan tersebut menjadikan reformasi tata kelola DBHCHT di Indonesia
semakin mendesak untuk dilaksanakan. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan
pengelolaan DBHCHT lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga bertujuan
untuk memastikan penyaluran DBHCHT lebih berkeadilan bagi daerah. Sehingga
tujuan utama penggunaan DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan,
pengendalian konsumsi rokok dan kesehatan masyarakat dapat terwujud.

Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi reformasi tata kelola DBHCHT di
daerah guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Selain itu, kajian ini juga mendorong agar pemanfaatan DBHCHT dilaksanakan
secara tepat sasaran, berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya
kelompok rentan di sekitar industri hasil tembakau, serta konsisten dengan prioritas
penggunaan yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
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Potret Tata Kelola DBHCHT di Indonesia

Awalnya, pengaturan DBHCHT ke daerah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007
dengan alokasi sebesar 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang
meningkatkan alokasi DBHCHT menjadi 3% sebagaimana diatur dalam Pasal 114
ayat (1). Undang-undang ini juga menetapkan pembagian DBHCHT kepada daerah,
yaitu sebesar 0,8% untuk pemerintah provinsi, 1,2% untuk kabupaten/kota penghasil,
dan 1% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Lebih detail, penghitungan alokasi DBHCHT telah ditetapkan melalui PMK Nomor 35
Tahun 2026 Perubahan atas PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana
bagi hasil dana alokasi umum. Aturan ini memberikan gambaran mengenai
mekanisme dan formula pengalokasian DBHCHT ke daerah (lihat gambar 1).

Gambar 1. Bagan Mekanisme Pengalokasian DBHCHT di Daerah
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FORMULA DBH CHT SE-PROVINSI: NILAI KINERJA:
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{(60% x Bobot Cukai) + (40% x Bobot Tembakau)} x Pagu DBH Kinerja Cukai > DJBC

CHT Nasional Kinerja Tembakau > Kementan

Kinerja Kesehatan > Kemenkes

Kinerja Pelaporan - Penyampaian LRP

Kinerja Penyerapan < Penurunan Sisa di RKUD

Ket:

- Bobot cukai: Realisasi kab/kota dibagi dengan agregat realisasi se-provinsi dari data
penerimaan CHT

- Bobot Tembakau: Dihitung berdasarkan rata-rata produksi tembakau kering kab/kota
dibagi dengan agregat rata-rata produksi tembakau kering se-provinsi dari data rata-
rata produksi tembakau Kering
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PROPORSI:

1. Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8%;
2. Kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2%; dan
3. Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

b
bupat
sebesar 1% (satu persen).

Sumber: Diolah dari PMK No.35 Tahun 2026

Lahirnya PMK Nomor 35 Tahun 2026 ini juga membawa perubahan signifikan secara
administratif dalam mekanisme penyaluran DBHCHT di daerah. Dengan mendorong
penyamaan tahapan penyaluran DBHCHT dengan DBH earmark lainnya dan
menghilangkan syarat penyaluran DBHCHT pada 2 tahapan serta membuka ruang
untuk penyaluran DBHCHT di bulan januari. Hal ini bertujuan untuk lebih
mengoptimalkan serapan DBHCHT di daerah. Namun sayangnya reformasi ini baru
bersifat administratif yang mempermudah tata kelola DBHCHT dan belum menyentuh
substansi pemanfaatan DBHCHT di daerah sebagai instrumen negara yang
memastikan kebijakan pengendalian konsumsi rokok di daerah terwujud.

Mengenai penggunaan DBHCHT telah diatur dalam PMK No 22 tahun 2026
Perubahan atas PMK No.72 tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai



Hasil Tembakau. Perubahan ini mendorong penyesuaian yang berdampak terhadap
tata kelola DBHCHT di daerah. Beberapa penyesuaian tersebut meliputi;

Adanya kegiatan lainnya yang dimaksudkan untuk mendukung program
prioritas daerah paling tinggi 6% dari alokasi DBHCHT. Sebelumnya
kebijakan lainnya harus ditetapkan melalui Keputusan Menteri namun diperluas
untuk mendukung program prioritas daerah. Jika dilihat lebih jauh, kebijakan ini
seolah menempatkan kepentingan pemerintah daerah untuk diutamakan.
Namun, kenyataannya, program prioritas daerah yang dimaksud harus
mendukung program prioritas nasional dan SPM. Artinya, prioritas daerah yang
dimaksud tidak mencerminkan keleluasaan daerah untuk menggunakan DBH
CHT untuk kegiatan lainnya.

Adanya wewenang tambahan bagi Kementerian Keuangan melalui DJBC
untuk menunjuk daerah dalam mendorong optimalisasi pembentukan,
pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/sentra
industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau.
Ketentuan ini berpotensi menggeser paradigma penggunaan DBHCHT yang
semula difokuskan sebagai kompensasi dampak rokok, malah digunakan untuk
mendukung pengembangan industri tembakau.

Adanya relaksasi penggunaan DBHCHT untuk penanganan bencana.
ketentuan ini membuka ruang fleksibilitas pengelolaan DBHCHT di daerah yang
berpotensi mengaburkan tujuan spesifik penggunaan DBHCHT di daerah
sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok dan kompensasi dampak
industri tembakau.

Adanya ketentuan pemutakhiran data bagi kepala daerah jika terdapat
rekomendasi atau temuan dari pengawas internal (APIP) maupun eksternal
(BPK) yang mempengaruhi data realisasi penggunaan dana. ketentuan ini
ditujukan sebagai instrumen korektif dalam siklus pengelolaan keuangan daerah
yang memastikan angka realisasi belanja dan validitas data penggunaan
keuangan sesuai ketentuan. Hal ini berpotensi menjadi adanya rekonsiliasi
angka, tanpa menjamin perbaikan kualitas penggunaan dana. Mekanisme
pemutakhiran data realisasi DBH CHT mencerminkan pendekatan akuntabilitas
yang bersifat korektif dan administratif, namun belum menyentuh dimensi
substantif penggunaan dana.



Gambar 2. Skema Penggunaan DBHCHT
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Sumber: Diolah dari PMK No.22 Tahun 2026

Sejak ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan alokasi DBHCHT
sebesar 3% ternyata tidak serta merta mendorong komitmen pemerintah untuk
menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari persentase antara penerimaan
cukai hasil tembakau pemerintah dengan realisasi penyaluran DBHCHT ke daerah
di tahun 2023 dan 2024 masih berada di bawah ambang batas penyaluran DBHCHT
yang diamanatkan dalam undang-undang.

Pada tahun 2023, penerimaan CHT Pt g OB AT e P T
mencapai Rp210,29 triliun, namun ,
DBHCHT yang disalurkan hanya sebesar |..
Rp5,876 triliun atau 2,8%. Sementara itu, /
pada tahun 2024 penerimaan CHT | [#-iye 4 o
sebesar Rp 215,29 triliun, tetapi DBHCHT
yang disalurkan hanya Rp5,088 triliun
atau 2,4%. Sementara itu, di tahun 2025,
Pemerintah  kemudian  menyalurkan
DBHCHT ke daerah sebesar 3% sesuai
dengan amanat UU.

Namun komitmen ini tidak berlanjut hingga tahun 2026. Ditengah pemangkasan
anggaran Transfer Keuangan Ke Daerah (TKD) pada APBN 2026. DBHCHT juga ikut
mengalami pemangkasan hingga 50% jika dibandingkan dengan alokasi DBHCHT
tahun 2025. Hal ini semakin mempersulit ruang fiskal untuk pembangunan daerah
termasuk agenda pengendalian dan penanganan dampak konsumsi rokok di daerah.

Sumber: data diolah Seknas Fitra

Disisi lain, mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring dan
evaluasi DBHCHT vyang diatur dalam PMK Nomor 22 Tahun 2026 masih
mengedepankan pendekatan teknokratis di lingkungan pemerintah dan belum
adanya akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan penganggaran
DBHCHT.



Komitmen Pemerintah Atas Pengendalian Konsumsi Rokok

Komitmen Pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia khususnya
pada remaja dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 —
2029 yang menargetkan penurunan konsumsi rokok untuk penduduk usia 10 — 21
tahun dari 12,4% pada tahun 2023 menjadi 8,4% di tahun 2029.

Faktanya, konsumsi rokok di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang
signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sejak tahun 2021 hingga tahun
2025 persentase penduduk merokok untuk usia 15 tahun cenderung stagnasi di
angka 28% sementara jika dilihat jumlah rokok yang diproduksi setiap tahunnya
cenderung menurun.

Perbandingan Jumlah Produksi Rokok Thd Persentase
Penduduk Merokok 15 Tahun Keatas
(Milliar Batang)
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Sumber: data diolah Seknas Fitra

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produksi rokok turun tetapi konsumsi tetap
sama karena masyarakat banyak beralih mengkonsumsi rokok ilegal. DJBC
Kemenkeu menyebutkan pada tahun 2023 telah menyita 253,7 juta batang rokok
ilegal. Pada tahun 2024 meningkat tajam menjadi 710 juta batang dan di tahun 2025,
DJBC kembali menyita 745,9 juta batang rokok ilegal. Tingginya angka ini
membuktikan semakin masif dan meningkatnya konsumsi rokok ilegal di Indonesia®.

Selain itu, komitmen pemerintah atas pengendalian konsumsi rokok juga terdapat
dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menegaskan bahwa
tembakau atau rokok dikategorikan sebagai produk yang mengandung zat adiktif
yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan masyarakat.

Kontribusi DBHCHT terhadap Kemampuan Fiskal Daerah
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Pada tahun 2025, Pemerintah DANA BAGI HASIL PAIAK % Total
No Nama Pemda TOTAL DBH Pajak
it : PPH PBB CHT
telah mendistribusikan DBHCHT th CHT
.. . 1 [Provinsi Aceh 86.224.031] 44328.443] 23531503] 154083977 153%
ke 27 Provinsi dengan jumlah 3w sumewn v 358325652 10558508 3113351 509997531] 6,1%
. 3 |Provinsi Sumatera Barat 119.708401] 199550500  2.471989] 142135440 1,7%
anggaran sebesar Rp6’39 triliun 4 [Provinsi Riau 239.737.177] 658511.261 3715 898252153] 00%
[) K [ "5 [Provinsi Jambi 68.384.286] 118805097 1813259 189.002642] 10%
atau 15’3 7 dari Jumlah dana bagl 6 |Provinsi Sumatera Selatan 250.588.826] 631.156.490) 334232 882.079.548] 0,0%
hasil pajak yang disa|urkan ke 7 |Provinsi Lampung 103.772.057| 28.633.7100  4.760.080] 137.165.847| 3,5%
8 |Provinsi DKI Jakarta 22243542.268] 40126406]  2.318.906] 22.290.987.580] 0,0%
daerah. Jika dilihat lebih |anJut, 9 [Provinsi Jawa Barat 1667.781.662] 139.138.552] 619.016971| 2425937185 255%
i X i . [ 10]provinsi j1awa Tengah 575.727.394]  46.977.489] 1.461.965.025 2.084.669.908] 70,1%
jumlah DBH yang diterima dari [afrovinsion Yogyakarta 106.917.592 781982 22070102] 129769676] 17.0%
. . . | 12]Provinsi Jawa Timur 1.034.248716] 231.448152[3.577.993386] 4843690254 739%
CHT JaUh lebih kecil 13 |Provinsi Kalimantan Barat 105.565.556] 74.881.091]  1.763.468] 182210115 1,0%
. . 14 [Provinsi Kalimantan Selatan 162.324.514] 203.016.132) 17.005]  365.357.651]  0,0%
dlbandlngkan DBH YaNG 5 Trrouinsi calirmantan timar 443002.959 514288536 71672]  962363167] 00%
: : 16 |Provinsi Sulawesi Tengah 148173891  97.703.470 616035 24649339%| 02%
rsumber ri PPH hin :
bersumbe da gga 17 |Provinsi Sulawesi Selatan 210784.610] 23.931.373] 22562.136] 257.278119] 88%
i il i 18 | Provinsi Sulawesi Tenggara 58.471.447]  40.304.923) 1021 98777391 0,0%
mencapai Rp30,96 triliun. Artinya | g8 %
. ’ 19| Provinsi Bali 22.718673]  1428472]  2.992.737] 247.139.882) 1,.2%
d| ba nyak daerah’ duku ngan 20 |Provinsi Nusa Tenggara Barat 77.175.706]  52.386.804| 610.889.322] 740.451.832| 82,5%
. . . . 21 |Provinsi Nusa Tenggara Timur 48.258.335) 4.059.812] 7.760.954 60.079.101] 12,9%
fiskal dari DBHCHT yang diterima [z ]provinsi repua 41.046.342]  5.844.895) 79| 46.891316] 00%
23 |Provinsi Banten 993693982] 6933057 3134623 1003761662 03%
daerah  belum  sepenuhnya s oo s _s025122] 00%
PURSTI . 25 [Provinsi Kepulauan Riau 206.064.373]  31.447.645 380982 237.893.000] 0,2%
menjadl instrumen fiskal daerah 26 |Provinsi Kalimantan Utara 29.435.086] 102.508.074) 779 131943939 00%
27 |Provinsi Papua Tengah 144 955292 134.837.080) 157]  279.792529] 0,0%
ng akan mendorong ketahanan

yang aka endoro g etahana 28 [Selisih Lebih (unallocated) 1.166.130.313] 1.156.224.422]  1.413.310] 2323768045 01%
fiskal daerah. TOTAL 30.961.184.054] 4.532.084.585| 6.398.997.369| 41.892.266.008)  15,3%

Sumber: data diolah Seknas Fitra

Temuan Lapangan Tata Kelola DBHCHT di Daerah

Adapun poin-poin penting temuan lapangan atas pengelolaan DBHCHT di tiga
wilayah yang terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi
Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Perencanaan Pembangunan Daerah

DBHCHT diposisikan sebagai instrumen fiskal strategis yang mendukung
pencapaian pembangunan daerah sehingga dalam perencanaan program
dan penggunaan DBHCHT di daerah diintegrasikan ke dalam dokumen
RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta memastikan
usulan program daerah selaras dengan kebijakan nasional dan pengendalian
eksternalitas negatif konsumsi rokok di daerah.

Terdapat tantangan dalam penentuan Rancangan Kegiatan dan
Penganggaran DBHCHT di daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya
perbedaan jadwal perencanaan pembangunan di daerah dan pemerintah
pusat. Pembahasan dan penetapan dokumen perencanaan di daerah
ditetapkan bulan juni sementara informasi mengenai alokasi DBHCHT
ditetapkan pada bulan november. Hal ini mengakibatkan penetapan RKP di
daerah menggunakan pagu indikatif tanpa mengetahui alokasi DBHCHT yang
sebenarnya.

Pelibatan anggota DPRD dalam penentuan RKP DBHCHT di daerah belum
optimal. Dalam proses perencanaan penganggaran DBHCHT, anggota DPRD
dilibatkan hanya membahas penggunaan DBHCHT tanpa mengetahui



informasi detail anggaran DBHCHT. Hal ini mengakibatkan sulithya DPRD
untuk mendorong penggunaan DBHCHT yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan memastikan penggunaan DBHCHT di daerah tepat sasaran.

Kesesuaian dengan Ketentuan Pemanfaatan DBHCHT

Bagi daerah penerima DBHCHT, karena DBHCHT sifatnya earmarked maka
ketentuan dalam PMK No.22 tahun 2026 tentang penggunaan DBHCHT telah
dijadikan dasar sebagai penetapan program dan kegiatan yang diintegrasikan
dengan prioritas pembangunan daerah.

Adanya efisiensi dan pemangkasan DBHCHT di tahun 2026 berdampak
terhadap kinerja pengendalian dan penanganan dampak konsumsi rokok di
daerah.

Efektivitas Program

Penggunaan DBHCHT di daerah dianggap berdampak terhadap program (1)
Penegakan hukum: sosialisasi ketentuan bidang cukai, pemberantasan BKC
ilegal:rokok ilegal, cukai palsu); (2) Kesehatan (kesehatan gratis, BPJS,
membiayai iuran bagi Penerima Bantuan luran (PBI) daerah dalam program
JKN, dukungan sarpras rumah sakit); (3) Kesejahteraan Masyarakat
(peningkatan kualitas SDM petani, dukungan sarpras budidaya pertanian,
peningkatan keterampilan kerja, pemberian bantuan (BLT), iuran jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pembinaan industri dan lain —
lain), dan (4) pencapaian indikator pembangunan manusia (IPM)
Penggunaan DBHCHT di daerah belum optimal menjawab tantangan
pengendalian konsumsi rokok di daerah. Perlu ada strategi yang lebih terarah
dalam penganggaran untuk memastikan DBHCHT benar-benar berkontribusi
pada penurunan prevalensi perokok, bukan sekadar kegiatan administratif.

Koordinasi Antar OPD

DBHCHT di daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat DBHCHT sebagai
lembaga ad-hoc yang berada pada Biro Perekonomian Setda. Bappeda
berperan sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan berbagai
perangkat daerah pada proses perencanaan pembangunan. Bappeda
sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Biro
Perekonomian Setda, melakukan perencanaan distribusi DBHCHT sesuai
prioritas daerah.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan
DBHCHT di daerah masih terbatas. Forum Musrenbang belum secara spesifik
membahas penggunaan DBHCHT, sehingga masyarakat tidak memiliki
saluran yang jelas untuk memberikan masukan.

Keterbukaan informasi mengenai penggunaan DBHCHT dalam dokumen
APBD masih bersifat teknis administratif. Informasi yang tersedia belum
menggambarkan secara detail penggunaan DBHCHT di daerah.



Dari sisi realisasi DBHCHT di tiga wilayah
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Penurunan alokasi DBHCHT ini juga terjadi di wilayah Prov. Jatim dan Provinsi NTB
dengan masing-masing penurunan alokasi DBHCHT sebesar 50% pada tahun 2026
dibanding tahun 2025. Penurunan ini tentu mengakibatkan berkurangnya dukungan
pendanaan hingga tidak berjalannya program dan kegiatan yang difokuskan untuk
penggunaan DBHCHT di daerah.
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Urgensi Reformasi Tata Kelola DBHCHT di Daerah

Maraknya kasus penyimpangan dan penggunaan DBHCHT yang tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di daerah mengakibatkan pemanfaatan
DBHCHT kurang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan
masyarakat. Selain itu, minimnya akses informasi dan pengawasan masyarakat
dalam perencanaan, penganggaran dan implementasi DBHCHT di daerah juga
semakin membuka ruang terhadap maraknya penyimpangan dan adanya celah
korupsi di daerah. Padahal, sudah seharusnya dana publik dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, untuk memastikan adanya mekanisme keterbukaan informasi dan
mendorong adanya peningkatan partisipasi dan pengawasan publik dalam
pengelolaan DBHCHT di daerah. Maka penting untuk menghadirkan suatu
mekanisme keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.



Hal ini dapat dilakukan dengan membuka sistem aplikasi DBH earmarked yang saat
ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai sistem
terintegrasi untuk mendukung pelaporan DBHCHT secara elektronik. Akses tersebut
dapat dilakukan melalui penambahan fitur e-participation berupa e-information, e-
consultation, dan e-budgeting.

Hal ini juga sekaligus mendukung dan memperkuat komitmen pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan daerah Pasal 214 yang menyebutkan Pemerintah Daerah
wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat
yang memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan
keuangan. Informasi keuangan daerah tersebut harus mudah diakses oleh
masyarakat.

Selain itu, sistem informasi mengenai perencanaan dan penganggaran DBHCHT
juga dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah dengan membuat dashboard
e-DBHCHT yang bisa diakses masyarakat. Formula kebijakan ini tentu akan
mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta
meningkatkan partisipasi dan koordinasi antar stakeholders untuk mendukung
kesuksesan implementasi kebijakan DBHCHT di daerah.

Reformulasi DBHCHT yang Berkeadilan Bagi Daerah

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)
yang tergabung dalam koalisi SOS (Save Our Surroundings) memandang dengan
adanya stagnasi penurunan prevalensi rokok di Indonesia selama 5 tahun terakhir
dan besarnya kontribusi daerah untuk mengendalikan konsumsi rokok serta untuk
mendorong keadilan fiskal bagi pembangunan daerah maka pemerintah perlu
mempertimbangkan kembali untuk meningkatkan persentase alokasi DBHCHT ke
daerah dengan persentase paling sedikit 5% (lima persen) dari penerimaan cukai
hasil tembakau pemerintah.

Hal ini untuk mendorong percepatan pencapaian penurunan prevalensi konsumsi
rokok menjadi 8,4% di tahun 2029 yang dimandatkan dalam kebijakan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 — 2029. Kebijakan ini juga
untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok di 383 daerah
yang selama ini belum optimal karena keterbatasan anggaran. Selain itu,
peningkatan alokasi ini juga mendorong anggaran penegakan hukum seperti
pemberantasan rokok ilegal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat
terwujud.

Dari segi tata kelola, untuk memastikan efektivitas kinerja cukai dalam penyaluran
DBH CHT di daerah maka Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Seknas FITRA) mengusulkan penambahan indikator penilaian kinerja



“Pengendalian Konsumsi Rokok” sebagai bagian dari pengukuran kinerja DBHCHT
di masa depan. Sebagai ilustrasi formulasi perhitungan persentase pembagian
DBHCHT untuk daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Usulan Penambahan Indikator Penilaian Kinerja DBHCHT

ALOKASI DBH CHT

| (5% Dari Penerimaan CHT Dalam Negeri)

ALOKASI FORMULA ALOKASI KINERJA
(90%) (10%)
FORMULA DBH CHT SE-PROVINSI: NILAI KINERJA:

{(60% x Bobot Cukai) + (40% x Bobot Tembakau)} x Pagu DBH
CHT Nasional

Kinerja Cukai -» DJBC

Kinerja Tembakau -» Kementan

Kinerja Kesehatan - Kemenkes

Ki elaporan - Penyampaian LRP

Kinerja Penyerapan - Penurunan Sisa di RKUD
Kinerja Pengendalian Konsumsi Rokok

R

PROPORSI:

1. Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8%;

2. Kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2%; dan

3. Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
sebesar 1% (satu persen).

Rekomendasi:

1.

Kementerian Keuangan perlu memasukkan pengendalian konsumsi rokok sebagai
indikator penilaian kinerja sekaligus sebagai dasar perhitungan pembagian
formula DBHCHT di daerah sebagai upaya untuk mempercepat capaian
pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi konsumsi rokok di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memasukkan agenda keterbukaan
informasi DBHCHT dalam rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Tahun 2027-2028 melalui optimalisasi SIPD yang membuka informasi rancangan
kegiatan dan realisasi penggunaan DBHCHT di daerah yang mudah diakses dan
dipahami oleh masyarakat.

Pemerintah dan DPR RI perlu menyepakati adanya peningkatkan alokasi
DBHCHT sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan cukai hasil tembakau
yang diprioritaskan untuk mendukung optimalisasi kebijakan kawasan tanpa rokok
dan penegakan hukum di daerah serta sebagai bagian dari upaya membangun
distribusi anggaran yang lebih berkeadilan bagi daerah.

Pemerintah Daerah penerima DBHCHT perlu mengoptimalkan SIPD atau
membangun dashboard khusus DBHCHT tersendiri sebagai sarana untuk
membuka informasi mengenai rancangan kegiatan dan realisasi penggunaan
anggaran DBHCHT yang dapat diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Mendorong tahapan penyusunan rancangan kegiatan & penganggaran (RKP)
DBHCHT Pemerintah selaras dengan tahapan perencanaan pembangunan
daerah sehingga proses pembahasan APBD sudah memasukkan alokasi
DBHCHT yang tepat.
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